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A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama’ metapaanjuran
(sunnah' bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 TfiahQ74
dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahtirbantara seorang wanita
dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujs@mbentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasararhd&nan Yang Maha
Esa.? Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinamitsagan
ghalidzanmenurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu alead) kuat atau
mitsagan ghalidzanuntuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”

Firman Allah:
5 855 a8 fhass ) el sl AT s ST ke O i
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dreenciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supayamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyandaramu
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikiabenar-
benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yandfikier’ (QS.
Ar-Rum: 21)

'Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wefibdangkan para Ulama Maliki
Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib urdebagian golongan, sunnat untuk sebagian
lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain lagémikian itu —menurut mereka- ditinjau
berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan dathhya RusydBidayatul Mujtahid: Analisis
Figih Para Mujtahid (terj. Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun), J&kaPustaka Amani,
2007, him. 394.

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinaalf.

3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentangpitasi Hukum Islam, Pasal 2
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Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suamisttgnbukan
saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadatisapi juga sekaligus
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara &®ghi Namun
demikian, karena tujuan perkawinan membina kelugegey bahagia, kekal,
abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka d¢iatur hak dan
kewajiban suami istri masing-masifg.

Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalafajikan untuk
memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritweln mengasuh anak.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 diskduit

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dameléara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmananramaupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Fenomena cacat mental (tunagrahita/retardasi menta¢ntal
retardation merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpadgam
diri manusia. Cacat mental (Araffic .= < sx<)® merupakan kelainan pada
fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan d&mmpnya. Penderita
tunagrahita (cacat mental) merupakan keterbelakaagiédbat terhambatnya
fungsi kecerdasan secara organik berlangsung padar kyang bertingkat-
tingkat dari yang paling ringan sampai berat, ditalemah dalam pelajaran

sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kesdana

“Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 181.

®Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentangfitasi Hukum Islam, Pasal 77
ayat 2.

®iic e wsldl adalah istilah yang digunakan oleh Imam Syafilada Kitab Al-Umm
untuk menyebutkan penderita cacat mental. Lihatinddm Asy-Syalfi’i, (terj. Ismail Yakub)Al-
Umm (Kitab Induk)juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983, him. 171.



Anak yang cacat mental sering disebut anak tundédgrafaitu anak
yang cacat pikiran, lemah daya tangkagiipt.” Tunagrahita atau sering
dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan myamtglberada di bawah
normal. Tolok ukur yang sering dikenakan untukadalah tingkat kecerdasan
atau 1Q. Anak yang secara signifikan mempunyai IIQbawah normal
dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimbalya anak
tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkanjageunagrahita ringan,
sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalanmhatlalah kemampuan
mental yang di bawah normal, namun kondisi ini bagaruh pada
kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk betsasiadan menolong
diri sendiri®

James D. Page memberikan definisi tentang retamasital yang
dalam istilahnya disebut dengan defisiensi memtiahgai berikut:

“Mental deficiency is a condition of subnornal ma&ntievelopment,

present at birth or early chilhood and charactedzmainly by limited

intellegence and social inadequency.”

(Defisiensi mental adalah suatu kondisi perkembange&ntal yang

tidak normal, yang menggambarkan pada kelahiran tthiat awal

anak terutama oleh intelegensi yang terbatas dadaes sosial yang
tidak cukup).

Jadi dapat disimpulkan bahwa retardasi mental nadsamp fungsi
intelektual umum di bawah rata-rata disertai dendatidakmampuan
beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang ntursglama masa

pertumbuhan.

'DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, 2002, him. 1233.

%wVardani, dkk,Pengantar Pendidikan Luar Biasdakarta: Universitas Terbuka, 2007,
him. 1.9.

°James D. Pageibnormal Psychology, Clinical Approach to Psychatat Deviants
(New Delhi : Tata Mc. Graw Hill Publishing CompahyD., 1978), p. 354.



Dalam beberapa perundang-undangan yang ada, kacatiaebutkan
diantaranya dalam: Dalam Deklarasi Hak PenyandauaiCyang dicetuskan
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ri#RByan resolusi 3447
(XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York, aylatentang definisi
penyandang cacat adalah:

“Istilah penyandang cacat: berarti setiap oranggyaidak mampu
menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebggikebutuhan
individual normal dan/atau kehidupan sosial, seblagsil dari kecatatan

mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidalndalal kemampuan
fisik atau mentalnya®®

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang d&elang
Cacat disebutkan dalam pasal 1 ayat 1:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempkelginan fisik

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menupigitangan dan

hambatan baginya untuk melakukan secara selayakagg,terdiri dari:

Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mentalyaRdang cacat
fisik dan mental **

Imam as-Syafii menyebutkan bahwa orang yang metader
keterbelakangan mental tidak mendapat hak untukentekan sesuatu hal
yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakaereka tidak dapat
mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang diakypun dipandang batal
kecuali dengan seizin wafi.

Hal ini sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Figh yamengatakan
bahwa dasar adanyaklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf

adalah akal &) dan pemahaman!). Seorang mukallaf dapat dibebani

%Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Penyandang CacasffRusi 3447 (XXX) tanggal 9
Desember 1975], ayat 1.

Yyndang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyan@acat, Pasal 1 Ayat 1.

% jhat: Al-lmam Asy-Syafi'i, A-Umm (Kitab Induk) (Ismail Yakub, terj.), juz VII,
Jakarta: CV. Faizan, 1983, him. 171-173.



hukum apabila ia telah berakal dan dapat memalekiif secara baik yang
ditujukan kepadany® Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum k#rak
tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidapat memahami taklif dari
al-Syari'.

Dalam kaidah hukuntaklifi disebutkan bahwanahkum ‘alaih(orang
yang dibebani hukum) mempunyai dua syarat pembeblamieum, yaitu* 1)
sanggup memahamkhitab-khitab pembebanan, yaitu al-Quran dan as-
Sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun peran@an 2) mempunyai
kemampuan untuk menerima bebarhlfyah). Dalam konsepahliyah ini
dikenal dua istilah yaitu pertamahliyah wujub yaitu kemampuan menerima
hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasandeagia manusia dengan
dasar kemanusiaan; dan kedahliyatul ada’ (kemampuan berbuat), yaitu
kepantasan seseorang untuk dipandang sah segalkatgaer dan
perbuatannya.

Dengan melihat faktoahliah di atas, khususnyahliah al-ada), maka
penderita keterbelakangan mental tentunya tidaktdagnerima pembebanan
hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak m@unyai kepantasan untuk
disebut sebaganahkum ‘alain(orang yang terkena pembebanan hukum).

Penderita cacat mental digolongkan kepada keaalaleah al-ada’yang

tidak sempurna. Karena pada dasarnya akalnya tidakg, tetapi akalnya

¥Rachmat Syafe’illmu Ushul Figh,Bandung: Pustaka Setia, 2007, him. 334.
“Muchtar Yahya dan Fatchur Rahmdbasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh-Islam
Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986, him. 164-167.



lemah dan kurang, maka ia dihukumi seperti anak ayyin®> Seorangsafih
(idiot; termasuk dalam salah satu jenis kecacatantal) dibedakan dari anak
kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang dglam hal berakalny4.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
O}é\fjrkéyﬁﬁd\fj@;w@ﬁu*y:ﬁ)ﬁdﬁriﬂ\céj
(991> ol oly) e 2>
Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orarglur

sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orgilg sampai
sembuh”

Mengenai hak untuk memperoleh pengakuan yang senmadiap segala
proses kehidupan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun @r88%ebutkan dalam
pasal 5 bahwa:

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatg sama
dalam segala aspek kehidupan dan penghidtipan.

Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan olehdgeta cacat
mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 197&anenPerkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahln spesifik tentang
pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapa@takan tidak ada
masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersdbat,dapat disamakan
dengan pernikahan orang-orang biasa.

Padahal jika dilihat dari pendapat Syafi'i, kareparnikahan juga

berkaitan dengan akad, maka akad yang dilakukanp@Eederita cacat mental

*Abdul Wahab Khallaf,llmu Ushul Figh (terj. Faiz el-Muttaqin), Jakarta: Pustaka
Amani, 2003, him. 194.

®Muhammad Jawad MughniyaRigh Lima Madzhab(terj. Masykur Ab, dkk), Jakarta:
Lentera, 2004, him. 688.

"Abu Dawud,Sunnan Abu Dawyduz. 4, Bairut: Dar al-Fikr, tt. him. 140.

¥Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyan@aoat, Pasal 5.



adalah batal jika tidak ada izin dari wali. Disampitu, jika dikaitkan dengan
kewajiban yang melekat pada perkawinan, bagaimanendeguita
keterbelakangan mental dapat memenuhi tanggungbjaeperti kewajiban
memberikan nafkah oleh suami kepada istri, danibreegea mereka mengasuh
dan membesarkan keturunan.

Dengan melihat bahwa penderita cacat mental senidiak dapat
mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka, daradesgsan-alasan di
atas, tentunya perlu dikaji kembali bagaimana fesranpernikahan orang
yang menderita keterbelakangan mental. Peneliti gg@makan objek
penelitian di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembindaak Cacat (YPAC)
Semarang. Dalam lembaga tersebut terdapat beberabéek pernikahan

yang dilakukan oleh penderita tunagrahita.

B. Perumusan Masalah
Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakanasesraurat
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicajianbannyd® Bertitik
tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pesamumasalah sebagai
berikut.
1. Bagaimana praktek perkawinan cacat mental di PuRahabilitasi
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinaatcanental yang
terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan PembinaankAGacat (YPAC)

Semarang?

9Jujun S. Suriasumantijlsafat llmu Sebuah Pengantar Popuyl@et. 7, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1993, him. 312.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari peneiitiai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perkawinan caestal di Pusat
Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAG)d&8ang?

2. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum Islam t&pagperkawinan
cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasiasayp Pembinaan Anak
Cacat (YPAC) Semarang

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalahgsebarikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mengenaturan-peraturan
perkawinan, khususnya mengenai perkawinan cacaamen

2. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkemganindalam upaya
penyempurnaan hukum, khususnya di bidang hukurkap&an.

3. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengekabangmu

pengetahuan, khususnya mengenai hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang iterdangan
permasalahan yang peneliti lakukan. Penelitian aterkni disebutkan
sebagaimana dibawah ini.

Muthok Fatina, 2008, dengan judulBitnbingan Islam dalam
Mengembangkan Potensi diri Anak Cacat Mental di $HBC Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan bimbingan Islam dalam potensi dirisigang dilakukan di SLB

ABC Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dari lhasnelitian tersebut



terdapat tiga kategori dalam bimbingan Islam yaidengan memberikan
pemahaman tentang rukun iman, pemahaman rukun,Islammemberikan
pemahaman tentang ajaran Islam tersebut sehinggda deembentuk mereka
dalam mengembangkan potensi spiritual dan dapaidigan sebagai acuan
dalam menjalani hidup mereka sehari-hari di linglammasyarakat.

Siti Haryanti, 2002, dengan juduPbtla Bimbingan Keagamaan Islam
Pada Penderita Cacat di SLB WeleiHasil penelitian tersebut menyebutkan
bahwa materi bimbingan dan penyuluhan Islam diberilsesuai dengan
situasi kondisi kehidupan para anak cacat sehariylamg berkaitan dengan
peningkatan keagamaan para anak cacat. Adapun inyaieg diberikan
meliputi akidah, syariah dan upaya dalam peningklaémgamaaft-

Daryanti, 2002, dengan juduBimbingan Penyuluhan Agama Islam
Kepada Penyandang Cacat di SLB YASPENLUB (Yayasadidtkan Luar
Biasa) Demak Bahwa dalam memberikan penyuluhan agama perlu
menggunakan metode yang khusus. Mereka sulit uditidfak komunikasi.
Oleh karena itu adanya metode tersendiri denganggugrakan peragaan
sehingga bisa diterima dan dipahami serta dapatalikan dalam menjalani

kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama

“Muthok Fatina,Bimbingan Islam dalam Mengembangkan Potensi dirakACacat
Mental di SLB ABC Kecamatan Kaliwungu KabupatendénSkripsi Fakultas Dakwah IAIN
Walisongo Semarang tahun 2008.

“ISiti Haryanti,Pola Bimbingan Keagamaan Islam Pada Penderita Cac&LB Weleri
Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo SemarangitaB002.

“Daryanti, Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Kepada Penyandaacat di SLB
YASPENLUB (Yayasan Pendidikan Luar Biasa) Dem8kripsi Fakultas Dakwah IAIN
Walisongo Semarang tahun 2002.
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Skripsi Faidhur Rahmani (2101202), Mahasiswa |AINalddbngo
Semarang dalam skripsi yang membahasalisis Pendapat Ibn Hazm
tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Céc&tenelitian ini adalah
penelitian kepustakaanlibrary researc) yang menggunakan dokumen-
dokumen naskah dalam merumuskan hasil temuan. Dakmelitian ini,
ditemukan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang tidakaghkh dengan alasan
cacat. Dalam konsep Ibn Hazm ditemukan adanya isaltexnatif dalam
fasakh karena cacat, yaitu bolehnya istri mengajuiaulu’ dan kebolehan
talag bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuarri'sgalam mensyariatkan
hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manudamd&ehidupan dan
menarik keuntungan dan melenyapkan madiarat.

Namun demikian, definisi cacat dalam skripsi inirkigar pada:
impotensi {anin), Al-Jubb (terpotongnyalzaka) danAl-Khasha’ (kehilangan
atau pecahnya bualzaka)), gila (majnur), penyakit sopak dan kustal-Ritq
(tersumbatnya lubang vaginafl-‘Afal (daging tumbuh pada kemaluan
wanita), Al-Qarn (benjolan pada kemaluan wanita), daAl-lIfdha’
(menyatunya kedua saluran pembuangan). Sehinggaistdetacat dalam
skripsi ini tidak termasuk dalam definisi cacat ma¢n

Sedangkan dalam skripsi tersebut sebelum skripsihkia Rahmani,
penelitian dilakukan dalam konteks praktek penyaitulslam, bukan terhadap
kajian hukum. Sehingga terdapat perbedaan yangfikagnantara penelitian

yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut.

“Faidhur RohmaniAnalisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah TidakeBdDifasakh
Karena CacatSkripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semaratadun 2006.
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E. Metode Pendlitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fagen (ield
research). Tujuannya untuk mempelajari secara intensifaiegtiatar belakang
keadaan, dan interaksi lingkungan suatu unit sosmalividu, kelompok,
lembaga, atau masyarakatOleh karena itu, data-data yang dikumpulkan
berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitieuk memperoleh
validitas data, maka teknik pengumpulan data ya&hgvan menjadi satu hal
yang sangat penting.
1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian berasal dari sumbarptaner dan
sumber data sekunder. Data primer adalah datalgaggung yang segera
diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untgjkan yang khusus ittr.
Sumber data primer berasal dari observasi langdutegpangan, yaitu di
Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak CacaACYyFSemarang,
hasil wawancara dengan penderita cacat mental yaeigkukan praktek
pernikahan, dan wawancara yang dengan beberapasyary terkait di
Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak CacaCyBemarang.
Sedangkan data sekunder adalah data yang telah d&tbiulu
dikumpulkan oleh orang diluar diri peneliti sendivalaupun yang
dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang®%adlata yang

dimaksud mencakup dokumen-dokumen, buku-buku,-hasil penelitian

**Sumadi Suryabrata/letodologi PenelitianJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,
him. 69.

Winarno SurahmadPengantar Penelitian-Penelitian lImiah, Dasar Metodeknik
Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, him. 134-163.

*%bid., him. 163.
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yang berwujud laporan, dan referensi-referensi yarpubungan dengan
perkawinan cacat mental.
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini diperolen dagenap
civitas Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan AnakcaC (YPAC)
Semarang. Adapun metode pengumpulan data yang ipeguhakan
adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini glen gunakan karena
beberapa pertimbangan. Pertama, penyesuaian mé&taaiatif lebih
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan gardiza, ke@etode ini
menyajikan langsung hakikat hubungan antara perddit responden.
ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat mengian diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadapgalailai yang
dihadapi’
Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberaptode,
antara lain:
a. Metode Interview
Metode interviu adalah percakapan dengan maksuentar
percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak,uyaéwawancara

(interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataaff itu.

?"Lexy J. MoloengMetode Penelitian KualitatifBandung: PT. Rosdakarya, 2002, him.
5.

% exy J. MoelongMetodologi Penelitian KualitatifBandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000, him. 135
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Metodeinterview digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak
dapat diperoleh lewat observasi (pengamatan).

Dalam hal ini, jenis wawancara yang penulis gunakdalah
wawancara terarah dan terfokus. Wawancara dilakukepada
keluarga yang melakukan perkawinan cacat mentabdbarapa tokoh
di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak C#&¥&AC)

Semarang.
b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan datg yan
mencari data mengenai hal-hal variabel yang bengtatan, buku,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,deyetan sebagainya.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengdetak
geografis, jumlah pelaku praktek perkawinan cacaental,

pengembangan, dan hal-hal yang akan diperlukamdadaelitian.
c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analida #aalitatif,
dengan metode deskriptif kualitatif, yakni penalitiyang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan atau fenomena melalui saddapg sosiaf

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal ydmeghubungan dengan

“Burhan AsshofaMetodologi Penelitian Hukundakarta: Rineka Cipta, 1998, him. 59.

%9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktEklisi Revisi
IV,Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998, him.623

*lbid, him. 245.
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perkawinan cacat mental, dan bagaimana hukum Isia@mandang
praktek perkawinan tersebut.

Dalam mendeskripsikan data-data yang telah dipergbenulis
menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkkri premis-premis
minor atau fakta-fakta khusus/empiris, kemudiantddkkta khusus
tersebut digeneralisasikan ke dalam premis umunmn ditaangkan dalam
sebuah teori baru. Dalam studi sosial, hukum tdiknsepsikan sebagai
suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetghbagai suatu institusi
sosial yang dikaitkan secara riil dengan varialzlabel sosial yang
lain 3

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyardksatu
pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel peslyeyang menimbulkan
akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sd3alhm hal ini, penulis
mengamati fenomena perkawinan cacat mental yarjgdiedi Pusat

Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPA@)d8ang.

%2Burhan Ashofagp. cit.,him. 62.
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F. Sistematika Pembahasan

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporaniteneii perlu
penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut.

Bab Pertama : Menjelaskan latar belakang permamalatumusan
permasalahan. Dalam bab ini juga terdapat tujuarelpian, telah pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab Dua : membahas tentang tinjauan umum tentamgkpban dan
mukallaf. Meliputi tinjauan umum tentang pernikahdidlalamnya dibahas
masalah pengertian pernikahan, dasar hukum peamkadyarat dan rukun
pernikahan. Berikutnya tinjauan umum tentang makalang dibahas tentang
pengertian mukallaf, jenis-jenis ahliyawarid ahliyah

Bab Tiga : Membahas tentang gambaran umum PusaabRi&dsi
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang yaglgputi profil
pusat rehabilitasi yayasan pembinaan anak cacaACYFSemarang (sejarah
berdirinya YPAC Semarang, visi dan misi serta mjuéPAC Semarang),
pembinaan anak cacat mental di pusat rehabilitagagan pembinaan anak
cacat (YPAC) Semarang, praktek pernikahan cacataheénpusat rehabilitasi
yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Semarang.

Bab Empat : Merupakan kajian analisis atau jawatham rumusan
permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dnttlaya menganalisis tentang
analisis praktek pernikahan cacat mental di PusahbaBilitasi Yayasan
Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, analisisakajiukum Islam
terhadap pernikahan cacat mental di Pusat Relzatilfayasan Pembinaan

Anak Cacat (YPAC) Semarang.
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Bab Lima : Adalah bagian terakhir dari skripsi ipang berisi
kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahasdifaerbincangkan dalam

keseluruhan penelitian, dan saran-saran.



